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PENETAPAN
Nomor 0324/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Penetapan
Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah :

TARSINA bin SEBAN, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Nelayan, tempat tinggal di Dusun Ill RT.004 RW. 002 Desa
Bungko Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon,
sebagai “PEMOHON I" ;

SRIYATI binti TOBOS, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Ill RT.004 RW.
002 Desa Bungko Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten
Cirebon, sebagai "PEMOHON II" ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 30 Agustus 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama
Sumber, Nomor: 0324/Pdt.P/2017/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang

dilaksanakan pada 11 Juni 1998 di Bungko Lor dengan Wali Tobos bin
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Turkami yang dihadiri oleh beberapa orang saksi, dengan maskawin uang
sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-
syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada
hal-hal yang membatalkan perkawinan para Pemohon tersebut ;
3. Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan sekarang tetap
bersuami isteri dalam Agama Islam, belum pernah bercerai, belum pernah
bermadu dan dikaruniai 2 orang anak bernama : Siti Nurjana, perempuan,
lahir tanggal 11-11-1999, Khaerul Farhan, laki-laki, lahir tanggal 07-07-
2005 ;
4. Bahwa surat bukti pernikahan para Pemohon tidak ada dan Pemohon |
dengan Pemohon Il telah berusaha meminta Duplikat Akta Nikah ke KUA.
setempat, namun ternyata menurut keterangan Pejabat KUA. tersebut,
pernikahan para Pemohon tidak tercatat ;
5. Bahwa para Pemohon sekarang memerlukan Surat Nikah untuk
keperluan membuat Akta Kelahiran anak
6. ;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan
sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon | (TARSINA bin SEBAN)
dengan Pemohon Il (SRIYATI binti TOBOS) yang dilangsungkan pada 11
Juni 1998 di Bungko Lor sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan ;
4, Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-
adilnya ;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para
Pemohon telah hadir menghadap persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan
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dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :
A. Surat :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti tersebut
telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal .............. yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan
Kabupaten Cirebon , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah
dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda (P.2); ;
B. Saksi-saksi :
1.Samudi bin TasripNAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat kediaman di Dusun Il RT.004 RW. 002 Desa Bungko Lor
Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;;
e Bahwa saksi tetangga para Pemohon ;
e Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan
pengesahan nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat
pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan ;
e Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon pada 11 Juni
1998, pernikahan tersebut dilangsungkan di Bungko Lor dengan wali
nikah Tobos bin Turkami, pernikahan tersebut disaksikan dua orang
saksi dan dihadiri orang banyak, ada ijab Kabul, dengan mahar uang
sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan
sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga

yang keberatan pernikahan para Pemohon ;
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e Bahwa para Pemohon belum pernah cerai, serta tidak ada
hubungan darah dan pernikahan para Pemohon telah memenuhi
syarat rukun nikah sesuai hukum Islam dan perundang-undangan;

e Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan
pengesahan Nikah karena untuk kepastian hukum pernikahan para
Pemohon dan untuk pengurusan akta kelahiran anak ;

2.Tobos bin KayadiNAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat kediaman di Dusun Il RT.004 RW. 002 Desa Bungko Lor
Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon;;
° ? Bahwa saksi tetangga para Pemohon ;
e Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan
pengesahan nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat
pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan ;
e Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon pada 11 Juni
1998, pernikahan tersebut dilangsungkan di Bungko Lor dengan wali
nikah Tobos bin Turkami, pernikahan tersebut disaksikan dua orang
saksi dan dihadiri orang banyak, ada ijab Kabul, dengan mahar uang
sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan
sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga
yang keberatan pernikahan para Pemohon ;
e Bahwa para Pemohon belum pernah cerai, serta tidak ada
hubungan darah dan pernikahan para Pemohon telah memenuhi
syarat rukun nikah sesuai hukum Islam dan perundang-undangan;
e Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan
pengesahan Nikah karena untuk kepastian hukum pernikahan para
Pemohon dan untuk pengurusan akta kelahiran anak ;
Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, para Pemohon telah
membenarkan dan para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan
ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini ;
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti para Pemohon
tinggal di wilayah Kabupaten Sumber sehingga perkara a quo menjadi
yurisdiksi relative Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P.2) terbukti para
Pemohon telah hidup bergaul dan diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah
kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P3) terbukti pula perkawinan para
Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat
perkawinan para Pemohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya
diperlukan sebagai bukti suami isteri dan untuk persyaratan membuat akta
kelahiran anak yang harus melalui penetapan Pengadilan Agama yang tidak
dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam
perkara a quo terdapat kepentingan (urgensi) hukum bagi para Pemohon
tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan, hal ini sesuai dengan
maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan di
bawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya para
saksi mengetahui para Pemohon telah menikah dan telah dilaksanakan
menurut tata cara agama Islam dan tidak ada larangan untuk melaksanakan
pernikahan baik menurut agama maupun peraturan perundangan yang berlaku,
serta tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempemasalahkan
pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pejabat
yang berwenang, serta para Pemohon tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti
tertulis dan dikaitkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan telah
ditemukan fakta 1) para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut

tata cara agama Islam pada 11 Juni 1998 dan 2) pernikahan para Pemohon
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diyakini keabsahannya oleh masyarakat sekitar, 3) pernikahan para Pemohon
tidak tercatat dan tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut dan dikaruniai 2 orang
anak bernama : Siti Nurjana, perempuan, lahir tanggal 11-11-1999, Khaerul
Farhan, laki-laki, lahir tanggal 07-07-2005, dan selama berumah tangga para
Pemohon tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sesuatu kepentingan yakni untuk
bukti dari pernikahannya dan untuk membuat akta kelahiran anak serta ternyata
antara para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan,
maka permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud dan kehendak
Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa agar pernikahan tersebut tercatat pada Kantor
Urusan Agama yang mewilayahi tempat berlangsungnya pernikahan para
Pemohon, maka kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan
agar mencatatkan pernikahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada pokoknya menetapkan sesuatu
yang telah terjadi atau menetapkan sesuatu keadaan menjadi ada seperti
sediakala, sebagimana kaidah hukum Islam yang redaksinya “al-ashlu bagaau
maa kaana alaa maa kaana”; sehingga itsbat nikah hakikinya menilai sah
tidaknya peristiwva perkawianan seseorang; telah sesuai dengan ketentuan
hukum Islam dan perundangan-undangan ataukah tidak, sehingga manakala
perkawinan, in casu, para Pemohon telah sesuai dengan syarat dan rukun
perkawinan, maka perkawinan para Pemohon dipandang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis
berpendapat pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan
maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan
tersebut tidak ada larangan baik menurut hukum Syara’ maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 8 sampai
dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai
dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan
yang berlaku serta dalil-dalil Syar’'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | (TARSINA bin SEBAN) dengan
Pemohon Il (SRIYATI binti TOBOS) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni
1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan ;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kapetakan Kabupaten Cirebon ;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 251.000,- ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25
September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1439 H.,
oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang terdiri dari Drs. H.
WAS'ADIN, MH. sebagai Ketua Majelis dan YASYHURI, S.Ag. serta Drs. H. A.
BAIDHOWI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj.
ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Agama tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon ;
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Ketua Majelis

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Hakim Anggota Hakim Anggota

YASYHURI, S.Ag. Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.

Panitera Pengganti

Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.............ccccceevviivnnnnnn. : RP. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara ..........ccccoevuvvvvvrnnnnen. : RP. 40.000,-
3. Biaya Panggilan...........ccccccceoviiiiieennnnns : RP. 0,-
4. RedakSi.......ccccoiiiiiiiiiiiii e :  RP. 5.000,-
5. Meterai...cccccoiniieiiiieiiiiieee e : RP. 6.000,-

Jumlah ..o : RP. 91.000,-

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap pada

tanggal .....cooovviiiiiiiiiiieeeees ;
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